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WANPRESTASI DAN PEMBELI BERITIKAD BURUK

4 eandamya Tergugat 1 dan, Tergugat EE Konpensz ndak ketahuan menjua}
tanah yang dijaminkannya keps ; atas hutang Tergugat

: ‘ergugat Il Konpenst, mak barangkah perkara ini tldak,' an I
Membawa persoalan ke P&ngadiian adalah salah satn.cara untuk memperoleh
kembali piutang Penggugat Konpensi DaSar gugatan yang diajukan Pengﬂu~
.gat Konpensi-adalah Wanprestasa @ usr;makar janiiatau lalau atau alfa dimana
Tergugatl-dan Tergugat It Kenpensx tidak melaksanakan perjanjian yang te-
lak dzsepakatmya (vige pasz: 1338 BW)-in-casa. memba hutangnya kepada
Penggugai Konpensi. sebesaer 204 060 (dua ratus empar ribu enampuiufz
rupza}z) : n ; : :
onis PUmasan Pengadalan ngkat Pertama kehhatannya mengabulkan selumh
;tuntutan primair:yang . dimjukan -oleh - Penggugat Konpensi. . Tetapi, oleh
E;Pengadllan Tingkat Kedua dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta ha-
nya mengabulkan sebagian saja dari tuntutan Penggugat Konpensi. Jadi:ada
perbedaan. dari.kedua keputusan Pengadilan tersebut.: Perbedaan-perbedaan
‘yang:menarik untuk dikomemam antara lain adalah: semula Pengadilan Ting-
kat Pertama- tidak :secara-tegas- menya‘idkan jumlah-hutang Tergugat I dan
Tergugat Il Konpensi. Sedangkan Pengadilan. Tinggi Yogyakarta menyata-
kannya secara tegas yaitu sebesar Rp. 204.060,-(dua ratus empat ribu enam
puluh rupiah): kalau Pengadilan Megeri Bantul -meletakkan sita atas tanah
sengketa dan menghukum Tergugat [T Konpensi atav-sizpapun yang menda-
patkan hak dari Tergugat I1l. Konpensi atas tanah sengekta maka harus segera
mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat Konpensi serta mem-
batatkan:jual beli yang dilakukan oleh Tergugat-I-dan Tergugat Il Konpensi
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memermtahkan--unmk meagangkat sita yang: teIah dxietakkan dan tldak Ineng-
pihak lai ;

engan Tergugat bil Konp'enm '
nuhs sependapat dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mene-
cara hukum berapa besar jumlah hutang Tergugat T dan Tergugat
ir Konpens1 Hal ini penting sebagai patokan dalam menghitung besarnya
ganti rugi yang harus dipikul oleh Debitur yang wanprestasi. Apabila tidak
ditetapkan secara tegas, maka tidak ada dasar penghitungannya. Suatu keran-
cuan hukum zkan muncul di saat putusan dieksekusi atau malahan putusan
tidak mempunyai nilai eksekusi. Apa Artinya kemenangan di atas kertas.

Ganti rugi yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Kedua adalah 1%
setiap bulan. Mungkin besarnya sama dengan suku bunga Bank berlaku saat
itu, Jadi' Pengadilan Tinggi-Yogyakarta-telah’ menmggalkan bunga moratoir
yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu sebesar 6% satu tahun (vide Lem-
baran Negara 1848 Nomor 22). Menurut penuhs bunga moratoir sebesar 6%
setahtin ‘ini memang -sudah - ‘saatnya ditinggalkan, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan eekonomi ‘saat ‘ini. Debitur‘'vang "nakal” akan memanfaatkan
peluang ini sebab ia bisa mendeposxtokan hutangnya tersebut terlebih dahulu
dengan bunga yang’ tinggi dan nantinya ia hanya dikenakan bunga moratoir
6% saja setahun, yang berarti %% setxap bulan. Kreditur sangat d:rugnkan
sayangnya entah ‘kenapa dalam'praktek kelihatan Pengadilan masih banyak
yang berpegang kepada bunga moratoir sebesar 6% ini.

~-Penulis tidak sependapat dengan ‘Pengadilan Tinggi: Yogyakarta yang
mencabut sita jaminan atas tanah sengketa, sebab sita tersebut berfungsi
untuk menghmdan tuntutan Penggugat menjadi sia-sia. Juga seyogyanyaiah
}ual beli tanah’ sengiceta dibatalkan dan Tergugat-1II Konpensi atau siapapun
yang memperoleh hak darmya dihukum unfuk mengosongkan dan mengem-
balikani‘tanah ke posisi semuiia’ sebab'Tergugat- 11T Konpensi telah terbukti
sebagai pembeli yang beritikad buruk. Ia'mengetahui bahwa tanah sengketa
telah dijaminkan, namun tetap membeimya Pembell yang dilindungi hukum
hanya pembeli yang beritikad baik.”

Penulis’ menyayangkan pihak Penggugat Konpen51 tidak mencantumkan
tuntutan: ganti rugi beserta penghitungan kembali jumiah hutang Tergugat I
dan Tergugat IT Konpensi dalam tuntutan primairnya. [a hanya mencantum-
kan di dalam tuntutan'subsidair-yang didasarkan atas perbandingan harga
mas “di-saat~hutang piutang terjadi -dengan:waktu gugatan dimasukkan.
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dua belas nbu mplah) D1 dalam praktek apabﬂa iunmtan pnmau' dikabul-

_ ] ar_anraya cukup Iama maka ii-
ersebut’ dmﬂal kembali atas asar; pe:%andmgan harga mas, Hal
ini sesu__= _ dengan yunsprudensx tetap. ‘Mahakamah Agung (vide putusan Mah'-g
kamah Agung tanggal 19. Mei 1976 Nomor 380 K/Sip/ 1975 dan. Put .
Mahkamah Agung tanggal 25 Nopember 1959 Nomor 410 K!SIp/ 1953) di-
mana }umlah hutang jpiatang. dinilai atas dasar perbandmgan harga mas.dan *
perubahan -1_11a1 uang: tersebut. dlpnkui separuh—separuh oleh para pihak. .
Pengad;lan ngkat Pertama tidak menghukum Tergugat I dan. Tergugat__
H Konpensn untuk membayar gann rugi. kepada Penggugat Konpensi. Tetapi
sebaliknya Pengadilan Tingkat Kedua menghukum Tergugat I dan Tergugatf'-
II. Konpensi untuk membayar. gantl rugi kepada Penggugat Konpenm sebesar
1% setiap bulannya dari jumlah. pinjaman. tersebut. Walaupun ?engadllan_
ngkat Kedua menghukum Tergugat .1 dan Tergugat I Konpen51 untuk.
membayar. gann rugi, namun.menurut penuils masm kurang memuaskan .
Sebab. menurut pasal 1243 dan 1244 BW seseorang yang Jalai memen
suatu perjanjxan maka ia harus dibebam penggantian biaya, rugi dan bunga,.
Selengkapnya pasa tersebut berbunyi: "Penggarzzzan biaya, rugi dan bunga-
karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai dzwaﬂbkan, apabzla
si berhurang, setelah . dinyatakan lalai memenuhi . perzkatannya, tetap
meilalaikannya, atau jika sesuatu yang. haras diberikan atau dibuatnya,
harya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilam-
paukannya. Jika.ada alasan untuk i, si berhutang harus dihulum meng-
ganti biaya, rugi dan bunga. apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal
ndak atau tidok pada: waktu. yang -tepat d:!aksana!;annya perzkatan iy,

;awabkan padanya kesemuanya it pun ﬂka ztzkacf buruk rzdaklah ada pada-:
nya. " Kelihatan Pengadilan Tingkat Pertama hanya memenuhi salah satu
unsur pasal di atas yaitu berupa komponen bunga saja.

Akhirnya Mahkamah  Agung melalui putusannya tanggal 18 Maret 1993
Nomor 3337 X/Pdt/1991 memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggu-
gat Konpensi sebagian. Ada putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun
Pengadilan Tingkat Kedua dikukuhkan dan ada pula bagian-bagian yang
dirnbahnug
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-{duaratus ‘empat’ ribuéniam: puluh rupiah) ‘dengan jumlah-'
__1piks.zi aﬁeh pxhak yang kalah yaim sebesar R

: __nempuh seluruh upaya hukum'’ yang tersed:a (bandmg, kasam dan:
pemn3 auan kembali). Perlu diadakan pembatasan agar tidak semakin menum-
puknya 3umIah perkara di Pengadﬂan terutama di tmgkat Mahkamah Agung

Tentu hal i ini yang: merasa kurano adil karena seseorang “berperkara seharus-
nya untuk mencan keadllan tetapi tidak jarang pula dalam prakiek Kkita
temukan orang—orang yang ‘berperkara hanya sekedar mengulur-ulur atau
berusaha untuk menghmdari kewajiban yang mesti dilaksanakannya. Per-'
soalan’ pembatasan perkar_g_akan semakin ruwet apabila dikaitkan dengan’ Hak

Asasi Manusia. Penulis yakin para pakar Hak ‘Asasi‘Manusia akan keberatan:
Hendaknya kxta jangan hanya mehhat hak asa51 saja yang Ieblh pentmg danj

Saiah satu sohm yang terbalk untuk menghmdarx tumpukan perkara
yano_ masuk ke Pengadﬂan adalah dltempuhnya upaya penyeiesalan perkara

Resohition.” Ini perlu lebih’ damasyarakatkan lagi‘dan Fakultas Hukum Usi-
vérsitas Indonesia’ tampaknya sudah menyajikan'matakuliah yang berjudul-.
Pilihan Penyelesa;an Sengketa {Alternative- Dispute ‘Resolution),” Bagi
Fakultas Hukum iain yang ‘belum menyajlkan matakuliah ini sebaiknya dapat
pula menya}zkannya, semaga saja has:lnya dapat d:rasakan daiam dumaf

praktek




pendapat praktekadvokat/konsultau

: dlpekerjakan oieh' an-:
,..konsultau hukumIndo-’

dari Departemen Tenaga;Ker_]a Tzin:
kerja- itu':dikeluarkan" berdasarkan
pertimbangan ‘bahwa, pekerjaan-itu’
belum bisa - dlkeljakan sepenuhnya»
oleh advokat Indonesia: Hal: itu di-
kemukakannya dalam acara sarase-°
han:hukum. di- Yogyakarta Rabu 3---

Nopember

Jaksa penuntut umum biasanya

selalu berupaya untuk menuntut hu-
kuman bagi terdakwa. Namun hal
itu tidak-berlaku:-bagiJaksa: Penin-

tut: Umum: Paris-Marpaung.  Dalam-
persidangan -di- Pengadilan ‘Negeri*
Medan;-Rabu22' Nopember, Paris’
Marpaung menuntut terdakwa LD
(45} dibebaskan dari:dakwaan peng-"
gelapan: Pasal 372 KUHP yang d1—5¥ :

e Pty LLE

1995, tanggal 20'Mm 1995, hanya

menyampa:kan bahwa Bmtang d;-'-

i . berhentikan. Danpimpinan DPR ha~..- L
Gamda Nusantara SH,.LL. M ber-

nya berkesimpulan meneruskan su-
rat DPP/PPP kepada Presiden. Hal
itu diutarakan kuasa hukum Bintang
Pamungkas dalam sidang di- PTUN
3akarta ‘Kamis 23 Nopember '

~Komisi-Nasional Hak Asasi #a-
nusia (Komnas HAM) meminta Dj-:
rektur Utamaz Perum PPD untuk
melaksanakan putusan Mahkamah
Agung (MA} No. 50 K/TUN/1993
tertanggal 9. Agustus 1994 yang te-
lah mempunyai kekuatan hukum:te-:
tap: Permintaan_.itu -disampaikan:
Sekjen Komnas HAM, Baharuddin-
Lopa dalam.suratnya No. 880/5SGS/
X1/1995: tertanggai 20 Nopember:_;:
3995 L r

o B s e

«Kegiatan kelompok:yang mena:"
makan ‘dirinya Serikat Buruh Sejah--
tera Indonesia (SBSI) diiarang untuk’
sementara waktu di wilayah hulum

Kodam I Bukit Barisan. Sebab, dari
agintan tpealdie QTIOT A Nass Tialra
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(Deh Serdang), - Bakorstanasda

menmperkirakan; . xéglatan ifu bisa:
*memmbulkan akzbat terganggunyag

= Diskusi Hak Asés;

Sejahtera Indonesia  (SBSI) di
Sekretariat SBSI, JI. Kayu Ramin
No. 32 Utan Kayu Utara, Jakarta

Timaur, ‘dibubarkan oleh pihak ber-

wajib,’ selasa 12 '-Des'embera

~Majelis- Hakim s.meﬁolék.': kebe-:

ratan=keberatan:©- para . - penasehat

hukum: 34 terdakwa kasus perkosa-:
an terhadap keluarga Acan. Kebe-"

ratan-keberatan itu menyangkut: fo-

tokopiBerita - Acara ‘Pemeriksaan’
(BAP), nama alias dari beberapa:

terdakwa yang tidak sesuai, kesu-
litan menemui para tersangka, dan
mengenai "visum et repertum”
dr.Iskak. ‘Penolakan itu dikemuka-

kandalam sidang-sidang 'di:PN

Bekasi, Kamis 14 Desember.. . -

“Manusia:
(HAM} yang: dxselenggarakan oleh:
“International Confederation Trade
Union (ICFTU)” dan Serikat Buruh’

Hukum dan Pembangunai,

meriksa ES selama satu jam di‘m-
ang kerjanya, Jumat 15 Desember.

“Majelis: hakimPengadilan /Fata’
Usahd Negara (PTUN} Jakarta'me-:
mutuskan bahwa ‘Surat Keputusan:
Jaksa ‘Agung tentang pencegahan:Sri
Bintang ‘Pamungkas ke luar negeri:
adalah tidak+sah dan-tidak sesuai’
dengan aturan: hukum yang berlaku.
Majelis:juga menilai penerbitan: SK-
tersebut  telah: menyalahi .asas-asas:
umum, - pemerintahan‘yang: baik.’
Atas:dasar itu;-majelis memerin-:
tahkan Jaksa Agung untuk mencabut.
SK tersebut. Demikian putusan ‘ma-"
jelis PTUN yang dibacakan.«di’
PTUN Jakarta, Kamis 14 Desem-
ber.

sory TREE st

-~Kuasa hukum Menteri Penerang-'
an:-‘Harmoko; -berpendapat -putusan:
hakim Pengadilan Tinggi Tata Usa~
ha -Negara dalam’ Kasus'"Tempo™,
telah melampaui. kewenangan. per-
adilan: tingkat “banding. - Sikap: PT"
TUN -yang ' merigesampingkan Per--
mannen Wa (4 /Per/dannen/ 1024



- rengadiian INegeri Jaxaria 2 im
menghukum Baskoni Wahab (63)
empat tahun penjara karena terbukii
membunuh Kepala, Kepohszan Sek-
tor Pademangan Mayor (Pol) Noe-
nang Kohar pertengahan Juli. 1995.
Majelis hakim: Pengadllan Neaerg
Jakarta Timur menjatuhkan hukum-
an tersebut pada hari selasa, 19
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_Desember Baskoni tampak pasrah

ms_ hak

Usaha Negara (PTUN) Iakarta Pi-
hak .Ul .juga berniat  untuk - ber-
Eaudzensl dengan Ketua . ‘Mahkamah
(MA) untuk menyelesazkan
duduk, soal yang. sebenarnya Tad_;u-
_dm mengemukakan hal ita. kepada
per di Depok Jumat 29. Desember




“#Kalangan = Dewan - Perwakilan
akyat (DPR) ‘menyesaikan belum
'dxlaksanakannyapumsanMahkamah
Agung (MA) tanggal 9 Agustus
1994 oleh Perum PPD (Pengang-
kutan' P&numpang Djakarta) dengan
alasan PPD mengajukan permohon-
an PK (Peninjauan Kembali). Tin-
dakan Perum PPD itu bisa dikate-
gorikan sebagai bentuk pelecehan
terhadap hukum. Dikhawatirkan,

tindakan +-demikian -~ menimbulkan- . .-

opini yang kelira dari masyarakat
terhadap pejabat tata-usaha egar

Fkd

Sebanyak 205 crang warga Sa-
wangan hari_kamis, 16 Nopem‘ner

rena tanah adat mereka seluas 77,5
Ha dikuassai PT Sawanoan Hill

VB :'::';ai 36 ha tanah: adat: milik mereka
. _yang telah diarnbi ___-secara sepihak
oleh pihak swasta. :

- Hukum dan Pembangumn :

(SH) Menurut Dr T Sampengan,
juru ‘bicara ‘warga, tanah tersebut
dirampas dengan menggunakan SK
Gubernur ‘Jabar No. 9/3-11/6]74
tanggai 35 Januan 1974, =

; *:'{::k:f“."' .

Empat puluh warga Kapuk Utara
RT 02/RW 03, Kelurahan Kapuk
Muara, Kecamatan Penjaringan, Ja-
karta .. Utara, - mendatangi .gedung
DPR RI, Jumat 17 Nopember. Ke-

_:.-__pa;_ld_a Frakm PDi yan_ menemui me-

:e::tac"

Pengenaan pajak terhadap ya?a-

- _san pendidikan ‘hanya dilakukan
mengadu ke komisi III DPR RI, ka-

apabila yayasan tersebut ‘memiliki
sisa pendapatan setelah dikurangi
sejurunh kYomponen biava nendidiican
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__De .'k' 'd'kemukakan Menteri Ke-

kemukakan -___.‘Wakll Ketua DPRD
DKIj akarta Ismunandar dan fraksi
PDI, Wakii Ketua fraksi Persatuan
Pembangunan Saud Rahman dan
Ketua. Kormm A (bidang pemerin-
tahan) Moch Aman dari . fraksi
ABRI kepada pers, Jumat 24 No-
pember. .

B

Sebanyak 92 pemulung yang ber—
tempat tinggal di tepi jalan. Cakung
Cilincing. (cacmg) Jakarta . Utara
mengadu-ke DPR, har; Kam:s 7 De—
sember. . Warga yang. mengaku su-
dah puluhan tahun mendiami lokam
tempat pembuangan sampah itu di-
terima oleh Kamil § dari F-KF.

‘Rancangan - Undang-Undang
(RUY) tentang pemasyarakatan ma-

o 8

mermtah (PP) dan 53 pasal RUU__

ketu B?R Seetedja Rapat _ \
purna‘’yang. beﬂangsung “pada ‘hari
Selasa 12 Desember itu dihadiri
oleh Menten Kehak;man Oeto;o
’ifsman : .

Ketua Kom;si X DPR Markus
1, mengakui ada beberapa'
iemahan perundan gan dlbzdang lin
kungan hidup.  Namun kelemahan
iy hendaknya tidak dlgadlkan ‘dalih
unmk tidak mengusut pelaku pen-
cemaran, mengmgat pencemaran
Imgkungan terufama di pulau Jawa
sudah cukup. parah .Hal itu. dlke-
mukakan Markus Wauran ketlka di-
hubungl pers.. di Jakarta, 12 De~
sember berkaztan dengan pernyataan
Jaksa. Agung, Smggxh SH yang me-
nyatakan bahwa. efisiensi dan. efek-
tivitas Peradilan. Umum, dalam me-
nangani perkara pidana dan perdata
lingkungan hxdup masih perlu di-
kap S : .
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i larangan ‘mengedarkan
pil ecstasy secara eksplisit belum
tercantum dalam Kitab Undang-un-
dang Hukum Pidana (KUHP) atau-
pu UU Narkotika, pengedar ecs-

saja Tersanﬁka pengeda:'_perlu d:—
proses terus, bIS& tadaknya d;pxdana
biar ‘pengadxlan yang menentukan.
Guru besar hukum pidana Fakultas
Hukum ' Umversnas Indonesia, Dr.
Loebby Luqman SH, mengemuka—
kan' pendapat tersebut’ kepada pers
di- Jakarta, Kamis 9" Nopember
Loebby Luqman mengemukakan hal
tersebut ketika® diminta tangga—
pannya sehubunﬁan dengan Semakm
merebaknya peredaran _ecstasy me-
nyusui dxlepaskannya ‘tersangka
pengedar ecstasy pus (28) dengan
alasan kasus ‘itu’tidak mempunyai
landasan hukum yang’ kuat. Lebih
lanjut guru besar FHUI itu menyo-
roti sistem vane dicunakan di per-

-sudah mencan pasai

nya tidak porh_ tergadl Masalah: ini -
disebabkan sistem yang dianut di In-
donesia yaitu seja&: awal penyidik-
~pasa, yang di-

! nguasm seh}mh‘ pemndaﬂw-undang:

an ‘maka. tersangka bisa dilepaskan
begitu saja, Selanjutnya menurut
Logbby, belum adanya peraturan tak
perlu dijadlkan alasan. Oleh karena
pada umumnya UU selalu ketmggal—
an dari perkembangan masyarakat
maka perlu diadakan terobosan. Hat
itu” dapat dilakukan - dengan ‘cara
mencari periuasan dari’ perundangQ
undangan yang ada untuk men_]erat
pengeda: ecstasy T

=3

UNAIR, Fakultas Hukum Universi-
tas Alrlanoga bekerja sama dengan
Kejaksaan ‘Tinggi Jawa ~ Timur,
mengadakan Seminar ‘Nasional Pe-
negakan Hukum Lingkungan, Rabu
9"Desember di Surabaya. Pada pem-
bukaan - seminar tersebut - Jaksa
Agung; Singgih, SHmengemukakan
bahwa eﬁswnsn dan efektivitas peng-
adilan* negeri sebagai “peradilan
umum dalam memeriksa dan memu-
tus perkara pidana dan perdata
lingkungan hidup masih periu_di-
kaji. Lebih lanjut Singgih memper-
tanvakan apakah’lembaca penvidik-



Fakailtas Hulm

ada saat ini yang dikualifikasikan
mum (komu-

Agal P
minar itw Prof. Dr. Loebby Lug-
man, SH yang merupakan ahli hu-
kum pidana dari Universitas Indone-’
sia. Dalam makalahnya,. Loebby.
Lugman mengemukakan bahwa un-

tuk mengatasi
perkosaan harus diciptakan persa-

maan persepsi di antara para pene-

gak hukum. Lebih' lanjut harus ada

kesamaan pendapat mengenal sej; auh o
mana ketercelaan perbuatan perko-__
saan dalam’ masyarakat serta cara_
pembuknannya dengan demikian'

pertu ada persamaan persepsi di

kalangan penegak hukum. Sehingga, .

antara polisi yang melakukan pem-
buktian di persidangan serta hakim
yang memberikan putusan hukuman

dapat sepaham dalam melaksanakan -

2 sus-kasus perkosaan. .

. Pidana dan Knmmoiog Indon
‘Bank - Indonesia --dan - Perbanas :

tindak kejahatan
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sistem peradilan pldana daiam. ka-

:;"QSU Fakultas Hukum Umversxtas_.
- Sumatera Utara: (USU) bekeria sz

dengan Asosiasi. Pengajar. Huku )

mengadakan seminar nasional Aspek
Hukum Pidana Dalam Duniz Per-
bankan dan Perdagangan Interna-
sional di Sibolangit, (50 Km barat
daya Medan), Jumat 1 Desember,
Dalam makalahnya pakar hukum pi-

~-.dana Prof Dr. - Muladi, SH menge-
- mukakan® bahwa guna mengantisi-

pasi merebaknya kriminalisasi
"Money Laundering” (pemutihan

uang hasil kejahatan) perlu dipikir-
kan peraturan perundang-undangan
untuk men_;angkaunya Sebab, _]ems

tindak pidana ini bukan hanya masa-

lah negara, tetapi sudsh masaiah
i 'transnaszonal dan bahkan internasi-
“onal. Lebih lan]ut menurat Muladi,

_masaiah ini bukan pula masalah hu-
kum _tetapi juga masalah sosial bu-

 daya, politik, ekonoml dan etaka
bisnis.

Tk
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TIMBANGAN BUKU .
Prof. Mr. L.H.C. Hulsman, alik Ba-
hasa: Wonosusanio, SH. SELAMAT
TENGGAL HUKUM PIDANA ME«

| 'A REGULASI. (Surakar-
las Maret Umverszzy Fmss,
I :4;__1995}, 154 kalaﬁzwz

. MENGHAPUS HUKUM PIDANA,
- MENGHAPUS KEJAHATARN -

© Doddy Saiman

Bagasmana cara menﬁhﬂangkan kejahaia.n? Pertanyaan sederhana ma
tampaknya kian sermg dilontarkan ¢leh masyarakat. Maklum, bel lakangan i ini
tingkat kriminalitas makin menmkaat Khususnya di ‘kotakota besar.
Perkosaan terhadap keluarﬂa Acan dan pembunuhan keiuarga Rohadi adalah
contohnya Masyarakat merasa tidak aman. Masyarakat resah.

. Keadaan ini mendorong lahirnya upaya-upaya penceaahan dan penangv
gnlancaﬂ kejahatan Pihak keamanan makin meningkatkan intensitas usaha
pengamanan. Operam pembersihan pelaku kejahatan digelar. Preman-preman
ditangkapi, sarang perjudian "dlgrebek" dan mmuman—mmuman keras dlhan«
curkan.

Bersamaan dengan itu pula usaha-usaha dalam _;alur hukum khususnya
hukum pidana, bermunculan. Ada yang mengusulkan agar sanksi hukuman
diperberat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan dan jera menang-
gulangi kejahatan. Ada pula yang menginginkan agar sistem pemidanaan
(criminal justice system) dikcordinasikan lebih baik, sehingga antara jaksa,
polisi, dan hakim ada kesatuan visi dalam memberantas kejahatan dan mene-
gakkan keadilan. Lalu bagaimana hasilnya?
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htas .':memang ‘agak menurun ;saat. o operasiy dﬂancarkan ~Namun, kembah

mengena :__pennasaiahan 1n1 Bagalmana:cara menghaiangkan kejahatan
. "Hapuskan sa_]a buku II KUE—I_P

bukanlah _uafu leiucoxz Eag;nya penghapusan hukum pxdana adaiah suat{l hél
yang munckm -.rea}zstzs, dan bahkan,-suatu kehamsam Mantan asisten. ‘Jan_

cnmmal :Jusnce 's.'vstem t1dak'mem1hk1 hﬁ:ibungan yang eras Hal yang d;-
kehendak; dalam tingkat. konsep (peramran pemndaug—undangarx) menjada

dalam . _truktuf-struktur yang tidak saling tergantung, tertutup da}am
mentahtas dan cara pandangnya sebagaz hasil praktek dan struktur masmvu
masing Eembaga (hal, 43). Ada proses blrokratlsam dan profesmnahsam yang
membuat sistem hukum pldana terbag: dari dalam Suatu hal yang. menjada—
kannya baga1 mesin tanpa jiwa (hal, 44), .. L

... Disisi lam ukuran dari perbuatan yang dmamakan ke;ahatan adalah nis-
bi.. Hulsman mencontohkan bahwa bigami,. homosek atau pecandu. narkotik
d:pidana d1 negara-negara tertentu tetapi- tldak di negara-negara lain.. Belum
lagi bila ukuran waktu ikut dimasukkan. Kejahatan tukang sihir di masa ]aiu
menjadi tidak relevan di masa kini, contohnya (hal. 47).

Adanya "dark number" dalam pencatatan kriminalitas adalah alasan
Hulsman yang lain. Banyak-tindak pidana-terjadi yang tidak tercatat oleh
kepolisian, Belum lagi bila penuntutan-penuntuian gagal dilakukan karena
kurang bukti (ingat kasus Ria Irawan). Juga blia menyangkut dehk aduan dan
adanya pelakn-dalam keluarga-(hal: 50).-

- Dalam-buku yang -aslinya. berjudui "Afschexd Van Het Strafrecht Een
Pleidom Voor Zelfregulering”. ini Hulsman begitu gigih menjabarkan kele-
mahan—keiemahan hukum p;dana yang melandasi pemikirannya. Hulsman
sendiri menyebut dirinya sec)rang abolisionis, orang yang menganut paham
aboilsnomsme -Yaitu suatu isme-yang. mengajarkan untuk menghindari keke-

FR T . S
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awa, hutang'darah bayar darah adatel dl." '

yang .dlpraktekan masyarakat prlmltlf Argumentasi ini dibantah’ oleh
Huls_;nan _iia _menyztlr contoh yang dxbenkan Hakim Antropoiog Mlcheli

g_ _
1a hams dxpxdana Tetapx ia harus melakukan perbaxkan keadaan dengan Jalan
beker;a untuk keluarga korban Akzbat pembunuhan bersifat perdata bukan
pidana. Semernitara bag; orang Eskimo konflik akibat adanya pembunithan
dxseiesaikan dengan mengadakan ‘duel caci ‘maki antar keluarga pembunuh
dan keluarga korban, Tiap hari dalam musim dingin kelompok yang ‘satu
mencaci _kelompok lain lewat ‘lagu " satire.’ ‘Kelompok: lain berbuat sama.
Penontdn menjadi pemial '-'kelompok yang tidak - dapat menjawab dmllal
kalah." Perdamaian pun dirayakan dengan ‘makan-bersama (hal 115).

. Akhirnya buku ini sangat menarik untuk dlbaca oleh para pemerhatl hu—
kum' pidana "Serangan—serangan yang dilakukan- Hulsman lewat argumen—
tasinya: membawa pembaca merenungz lam 31stem ‘hukum pidana yang ada.
Tulisan 1lrnzah dari kajlan atas buku ml pantas lahu' sebaﬂaa 3nt1tems
Hulsman, -

Rwal mula menuntut ilmu itu diam; yang kedua :
| “mendengar dengan-tekun, yong ketiga fahom dan -
“I “hafal; yang keempat mengamolkonnue don geng"--
“kelima adalah menueboriueskanngo o
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